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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)

Menimbang

UNTUK TRANSPORTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan

energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan
terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan
ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia
menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong
percepatan program kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk
transportasi jalan;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan
program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
(battery electric vehicle) untuk transportasi jalan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
pengaturan yang mendukung percepatan program
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery

electric vehicle) untuk transportasi jalan;
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Mengingat

bahwa untuk mendorong penguasaan teknologi industri
dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan
bermotor, perlu melakukan percepatan program
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery
electric vehicle) untuk transportasi jalan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Repubik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S083);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI  (BATTERY ELECTRIC VEHICLE) UNTUK
TRANSPORTASI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang
mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan
energi mekanik sebagai penggerak.

2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang
selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang
digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada
Motor Listrik.

3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis
Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan
Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya
tenaga listrik dari Baterai secara langsung di
kendaraan maupun dari luar.

4. Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai
fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan
pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis
Baterai.

5. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang
selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian
energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk
umum.

6. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang
dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau
penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa

KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai
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10.

11.

12.

13.

dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara
massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian
kendaraan bermotor listrik yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang
dioperasikan di jalan.

Nomor Identifikasi KBL Berbasis Baterai yang
selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam
bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa
huruf dan/atau angka yang dipasang atau dicetak
pada KBL Berbasis Baterai atau yang disebut Vehicle
Identification Number (VIN).

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
Negara.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam
negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan
Jasa.

KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional adalah KBL
Berbasis Baterai yang menggunakan tanda, gambar,
logo, nama, dan kata yang berciri khas atau

karakteristik Indonesia.
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Pasal 2

KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenis dikelompokan
ke dalam:
a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda

tiga; dan
b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi
kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas angkutan jalan.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian dapat menetapkan spesifikasi

khusus untuk KBL Berbasis Baterai.

Pasal 3

Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk

transportasi jalan diselenggarakan melalui:

a.

percepatan pengembangan industri KBL Berbasis
Baterai dalam negeri;

pemberian insentif;

penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan
pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis
Baterai;

pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis
Baterai; dan

perlindungan terhadap lingkungan hidup.
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